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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perjudian adalah sebuah tindak pidana yang banyak dilakukan oleh 
masyarakat hingga menjadi suatu hal yang dianggap sudah biasa dikalangan 
para pejudi. Perjudian merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk 
satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang 
benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan ditentukan sebelum 
pertandingan dimulai.
1
 Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan 
dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang di 
anggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada 
peristiwa – peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian – 
kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.
2
 
Pada dasarnya perjudian sudah menjadi penyakit bagi masyarakat baik 
dari kalangan orang dewasa hingga sampai anak dibawah umurpun juga bisa 
melakukan perjudian. Perjudian terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, pada 
hakikatnya manusia menginginkan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan 
sesuatu tanpa harus bekerja keras dan usaha terlebih dahulu atau 
menginginkan sesuatu dengan cepat atau instan. Manusia menganggap 
perjudian merupakan suatu jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang 
besar nilainya tampa memikirkan dampak buruk untuk kedepannya yang 
membuat masalah kesejahteraan hidup berlarut – larut. Sebagai masyarakat 
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ada juga yang menganggap judi sebagai suatu hal yang dilakukan untuk 
kesenangan semata hingga menjadi kebiasaan di kalangan mereka. 
Sebagai salah satu penyakit masyarakat, perjudian perlu upaya yang 
sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat 
penegak hukum tetapi juga partisipasi masyarakat untuk bersama-sama 
menanggulangi dan memberantas tindak pidana perjudian. Dalam rangka 
penertiban perjudian, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dipertegas dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang 
Penertiban Perjudian berbunyi : “Menyatakan suatu tindak pidana perjudian 
sebagai kejahatan”. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1974 Tentang Penertiban Perjudian Berbunyi : “Mengubah ancaman 
hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari delapan bulan penjara atau denda 
setinggi-tingginya sembilan puluh ribu rupiah  menjadi hukuman penjara 
selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak – banyaknya dua puluh 
lima juta rupiah”. Didalam Pasal 303 ayat (1)- 1 Bis KUHP dan Pasal 303 
ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang 
mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi 
empat tahun penjara atau denda setinggi – tingginya sepuluh juta rupiah dan 
ayat (2) menjatuhkan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara 
berjudi selama – lamanya enam tahun atau denda setinggi – tingginya lima 
belas juta rupiah. 
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang 
pelaksanaan Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa “Berdasarkan  ketentuan 
Pasal 4 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban 
  
Perjudian, dengan Peraturan Pemerintah ini”. Ironisnya   sekalipun secara 
ekplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk judi telah dilarang dengan 
tegas dalan Undang – Undang, namun segala bentuk praktek perjudian 
menjadi di perbolehkan jika ada” izin” dari pemerintah. Perlu di ketahui 
bahwa permainan judi yang di izinkan pemerintah yaitu mengandung unsur 
adanya penghargaan untuk yang menang, bersifat untung – untungan saja, ada 
insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan penghargaan untuk menang 
semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.  
Didalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 
tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7  Tahun 1974 menyatakan 
perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan 
moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan 
masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, 
penyelengaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan 
terhadap moral dan mental masyarakat. Terutama terhadap generasi muda, 
perjudian merupakan adalah satu penyakit masyarakat yang menjadi sebuah 
kebiasaan buruk untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai besar tanpa 
melakukan usaha dan kerja keras. Sampai saat ini permasalahan perjudian 
ternyata tidak mudah di berantas dan ditanggulangi. Perjudian tidak lain dan 
tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu 
yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. 
Adapun tindak pidana itu sendiri  menurut pakar ahli hukum pidana  
menyatakan Tindak pidana menurut Moeljatno adalah : “Perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) 
  
yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut 
dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh 
suatu aturan dilarang dan diancam pidana.
3
 Asal saja dalam pidana itu diingat 
bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau 
kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian 
itu)”. 
Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Strafbaar Feit” 
sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “Delict” atau “Delictum” dalam 
Bahasa Indonesia digunakan istilah Delik. 
Pada saat sekarang ini kejadian sangat marak terjadi di Indonesia, 
perjudian tersebut tidak saja melibatkan orang dewasa tetapi juga kalangan 
remaja. Hal tersebut juga terjadi di kota padang khususnya perjudian yang di 
lakukan oleh remaja.  Remaja merupakam generasi bangsa dimana mentalnya 
harus berkembaqnmg dengan baik, tidak seharusnya terlibat dalam perjudian. 
Hal ini tentu saja mengakibatakan moral dari generasi muda penerus bangsa 
itu sendiri menjadi rusak dan tercoreng oleh kegiatan yang mengandung 
unsur- unsur perjudian tersebut.  
Remaja adalah orang yang mulai beranjak dewasa atau proses transisi 
dari anak menuju dewasa.
4
 Sedangkan pengertian remaja menurut Zakyah 
Dradjat adalah “usia transisi, seorang individu telah meninggalkan usia kanak 
– kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu 
keusia yang lebih kuat dan tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun 
masyarakat. Banyaknya masa trsansisi ini tergantunh kepada keadaan dan 
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tingkat sosial dimana dia hidup. Semakin maju masyarakat semakin panjang 
usia remaja, karena ia harus mempersiapkan diri dalam masyarakat yang 
banyak syarat dan tuntutannya.
5
Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1979 mengenai  kesejahteraan anak, remaja adalah yang belum mencapai 
umur 21 tahun dan belum menikah. 
Perjudian akan membuat remaja menjadi kecanduan, apabila sering 
dilakukan akan menjadi kebiasaan yang buruk dan menimbulkan dampak 
negatif terhadap dirinya sendiri maupun orang – orang yang berada di 
lingkungan sekitarnya. Remaja yang melakukan perjudian juga akan 
menggangu perkembangan diri dan pendidikan yang ia jalni, dengan ia 
melakukan perjudian maka akan mengganggu konsentrasi dalam menjalankan 
kewajibannya sebagai anak yang harus mengikuti pendidikan agar bisa 
berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara terkhususnya untuk dirinya 
sendiri. 
Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam 
memberantas setiap pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum 
diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak 
pidana perjudian. Hal tersebut merupakan tugas pokok kepolisian Republik 
Indonesia (Polri) menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diartur dalam pasal 
13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu : 
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
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2. Menegakan Hukum; 
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi 
masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kehawatiran, sehingga ada 
rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari 
adanya pelanggaran norma – norma hukum. Usaha yang digunakan 
tersebut melalui upaya preventif maupun represif.
6
 
 Didalam menyelenggarakan tugas memelihara keamana dan 
ketertiban masyarakat tersebut dicapai memalui tugas preventif dan tugas 
represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola 
pembinaan dalam wujut pemberian pengayoman, perlindungan dan 
pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertip dan 
tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Langakah preventif adalah 
usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga 
tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.
7
 Tugas preventif dan represif 
tersebut juga dilaksanakan terhadap kasus perjudian, terutama yang 
dilakukan oleh remaja.  
 Dilihat dari kasus yang terjadi di kota Padang pada bulan Januari - 
Juni tahun 2017, dimana banyak remaja dan pelajar tertangkap berjudi 
pada saat jam sekolah maupun tidak pada saat jam sekolah tetapi masih 
memakai seragam sekolah oleh petugas kepolisian yang sedang merazia 
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ataupun adanya pengaduan dari masyarakat. Sebanyak 40 orang pelajar 
ditangkap karena kedapatan berjudi di kawasan Andalas, Kecamatan 
Padang Timur, Kota Padang, Sumatra Barat. Kesemua siswa SMA dan 
SMP yang tergiring selanjutnya digiring kekantor Polisi, Petugas juga 
menyita sejumlah kartu, batu domino dan rekap togel yang digunakan para 
remaja yang berstatus pelajar untuk berjudi. Puluhan pelajar ini didata dan 
diberi sangsi serta surat pemberitahuan kepada pihak sekolah dan orang 
tua masing- masing .
8
 Data yang yang diperoleh  pada tahun seblumnya 
dimana pada tahun 2016 kasus perjudian di kalangan remaja sebanyak 33 
pelajar dan angka ini meningkat pada tahun 2017 sebanyak  40 kasus.  
Jumlah Kasus Tindak Pidana Perjudian dikalangan remaja di 
Wilayah Hukum Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang 
Tahun 2017 dari bulan ke bulan menglami peningkatan dimana pada bulan 
Januari terjadi kasus lidik k 2 remaja dan ladak tidak ada, Februari 
sebanyak 3 kasus lidik  dan 3 kasus sidik, Maret sebanyak 2 kasus lidik  
dan 2 kasus sidik, April sebanyak 1 kasus lidik  dan 2 kasus sidik, Mei 
sebanyak 3 kasus lidik  dan 3 kasus sidik, Juni sebanyak 2 kasus lidik k 
dan 3 kasus sidik, Juli sebanyak 1 kasus lidik  dan 2 kasus sidik, Agustus 
sebanyak 1 kasus lidik  dan 2 kasus sidik, September sebanyak 1 kasus 
lidik  dan 1 kasus sidik , Oktober sebanyak 9 kasus lidik  dan 2 kasus 
sidik, November sebanyak 9 kasus lidik  dan 2 kasus sidik dan Desember 
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sebanyak 18 kasus lidik  dan 9 kasus sidik. Dapat disimpulkan selama 
tahun 2017 terjadi kasus sebanyak 59 kasus lidik  dan 40  kasus sidik.
9
 
Berdasarkan data di atas terjadi peningkatan dan penurunan kasus 
tindak pidana perjuduan remaja di Kota Padang,  hal ini disebabkan oleh 
banyak faktor salah satunya terpaparnya remaja dengan media informasi 
yang dapat memberikan pengaruh  buruk terhadap remaja. 
Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 
Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi: 
a. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab 
Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya 
dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan 
puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh 
tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. 
b. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab 
Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-
lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima 
ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun 
atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. 
c. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya 
tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus 
rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau 
denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. 
d. Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis. 
Data  tindak pidana perjudian pada remaja di Kota Padang yang 
tercatat oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang 
tahun 2017 adalah sejumlah 40 kasus. Namun tidak semua kasus yang 
masuk dalam tahap penyelidik kan dapat diteruskan pada tahap 
penyidikan, dari 59 kasus yang masuk pada tahap penyidikan hanya 40 
kasus yang berhasil masuk pada tahap penyidikan. Sedangkan data 
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terhitung dari bulan Januari – Maret terjadi 32 kasus dengan tahap 
penyidikan hanya 28 kasus. Hal ini menggambarkan tingginya angka 
perjudian di Kota Padang.  
 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam 
Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Remaja 
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi 
bahasan yang akan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah faktor penyebab remaja melakukan tindak pidana perjudian di 
wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang? 
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam Penaggulangan tidak pidana 
perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor 
Kota Padang? 
3. Apakah kendala kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian 
yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota 
Padang? 
C. Tujuan Penelitian  
Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini 
bertujuan; 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab remaja melakukan tindak pidana 
perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang 
  
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana 
perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor 
Kota Padang 
3. Untuk mengetahui kendala kepolisian dalam penanggulangan tidak pidana 
perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor 
Kota Padang. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan 
terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang di 
kemukakan dalam perumusan masalah diatas; 
b. Untuk menambah kasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum, 
kususnya hukum pidana; 
c. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya 
bahan bacaan hukum pidana; 
d. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami 
masalah ini lebih lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberikan sumbangsi pemikiran dan penelitian terutama kepada 
pihak – pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum 
pidana; 
b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi 
pemeritah, masyarakat umum, maupun pihak penegak hukum. 
  
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 
1. Kerangka Teoritis  
a. Teori Penyebab Kejahatan  
Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso, kriminologi 
adalah ilmu  pengetahuan yang bertujuan menyelidik ki gejala 
kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, 
dikutip oleh Wahju Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan 
yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang 
ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. 
Sedangkan etiologi kriminal (criminal aetiology) adalah ilmu yang  
menyelidik ki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab 
kejahatan (kausa kejahatan)
10
 
Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, 
perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan 
nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. 
Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah 
segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat 
dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara 
kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang 
tidak disetujui oleh masyarakat. 
Ada beberapa penggolongan teori mengenai sebab terjadinya 
kejahatan timbul yakni : 
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1) Teori Biologis  
Menurut Lombroso teori biologis ini mengatakan faktor-faktor 
fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. 
Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan 
tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat 
membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah 
laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan 
sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.Faktor biologis juga 
menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku 
kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu 
seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan 
lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor 
penyebab terjadinya kejahatan,  hanya saja sebagai teori yang 
digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain 
itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir 
yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat 
dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.
11
 
2) Teori Psikogenesis 
Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena 
faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang 
salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik 
batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan 
psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksterhadap 
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masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat 
perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk 
berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya 
kejahatanadalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, 
maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai  
macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk 
melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi 
seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak 
kunjung membaik, atau frustasi. Orang yang frustasi 
cenderunglebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi 
membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan 
dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang 
terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan 
jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.
12
 Pelaku kejahatan 
cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan 
tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung 
dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. 
Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang 
memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi 
kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan 
apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang 
yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya 
berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan 
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diatasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan 
kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa 
salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam 
analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. 
Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap 
sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan 
struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia 
salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh 
ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Faktor 
ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk 
mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara 
yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk 
melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada 
beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang 
tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, 
karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya 
pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan 
rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi 
pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, 
sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki 
penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu 
keinginannya.
13
Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan 
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timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang 
dalam masyarakat.Teori ini menggambarkan bahwa untuk 
melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang 
ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan 
keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan. 
3) Teori Sosiogenis 
Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni 
sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial 
yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau 
internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh 
lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang 
menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai 
kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab 
kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, 
baik lingkungan keluarga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan 
keamanan serta penemuan teknologi.  Teori ini mengarahkan kita 
bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan 
karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih 
dikenal dengan proses imitation. 
4) Teori Subkultural Delikuensi 
Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat -sifat struktur sosial 
dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat 
yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang 
padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik 
  
perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak 
disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa 
menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor 
ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu 
daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini 
faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. 
Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di 
pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan 
terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini 
terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan 
akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, 
dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-
foya.
14
 Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, 
kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan 
kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara 
kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga 
memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor 
geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan 
kurangnya penerangan juga bismemengaruhi terjadinya kejahatan 
pencurian kendaran bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki 
peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya 
faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah 
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penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan 
sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang 
untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas 
budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi 
Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu 
perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian 
(oomission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupunputusan 
hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau 
pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai 
kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-cirikejahatan adalah 
sebagai berikut:  
1) Kejahatan adalah suatu tindakan  yang dilakukan secara sengaja, 
dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena 
pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan 
dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan 
kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak 
dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat. 
2) Merupakan pelanggaran hukum pidana. 
3)  Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang 
diakui secara hukum. 
4) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau 
pelanggaran.
15
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Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam 
berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. 
Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia 
melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan 
bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya 
bahwa sesorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami 
kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan 
sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat 
sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang 
bersangkutan.  
Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan 
jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan 
ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap 
sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.
16
 
Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara 
umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum 
pidana / kejahatan / criminallaw) merugikan, menjengkelkan, 
menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.Sementara itu, 
kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu : 
1) Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan; 
2) Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non 
penal; 
3) Perilaku yang dideskriminalisasi; 
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4) Populasi pelaku yang ditahan; 
5) Tindakan yang melanggar norma; 
6) Tindakan yang mendapat reaksi sosial; 
7) Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan 
dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-
negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan 
oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan 
juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut 
penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box.  
b. Teori Penanggulangan Kejahatan  
Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita 
ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagi 
penyebab kejahatan. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan 
tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui 
penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya 
penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan 
adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada 
pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang 
dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.
17
 
Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk 
melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk 
bidang  kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas 
dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari 
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kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi masyarakat. Kebijakan 
penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana 
“penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya 
pada tahap kebijakan hukum pidana khusunya pada tahap kebijakan 
yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan 
dari kebijakan sosial itu berupa “social welfare” dan “social 
deference.,
18
 
Toeri Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk 
menanggulangi kejahatan yaitu:  
1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan 
sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah 
laku seseorang ke arah perbuatan jahat. 
2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang 
menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun 
potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan 
psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis 
yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang 
harmonis . 
Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, 
menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan 
ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi 
seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada 
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keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak 
dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan 
faktor yang sekunder saja. 
Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap 
kejahatan yakni, pre-emtif, preventif dan represif. 
1) Pre-emtif  
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. 
Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik 
penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan 
dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu 
diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan 
ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena 
upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu 
keahlian khusus dan ekonomis..
19
 
2) Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan.Upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah 
kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih  
baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu 
usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan 
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diarahkan agar tidak terjadi lagi  kejahatan ulangan. Pihak 
Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait 
dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan 
hukum terkait dengan kejahatan.
20
 
Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak  
tersebut adalah dengan cara :
21
 
a) Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi 
pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk 
penyelesaian perkara pidana. 
b) Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan 
membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan. 
c) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi 
syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana. 
d) Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur 
pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil 
guna dalam penanggulangan kriminalitas. 
e) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran 
pelaksanaan penanggulangan kriminalitas 
3) Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang 
tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan 
hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara 
menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 
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memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 
dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan 
merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan 
tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya 
Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan 
senjata api,jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini 
dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku 
kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.
22
 
2. Kerangka Konseptual  
1) Upaya  
Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI) diartikan 
sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk 
mencapai suatu tujuan.Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk 
mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan 
keluar.
23
 
2) Kepolisian 
Menurut Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian  Negara Republik Indonesia pengertian tentang 
kepolisian sebagai segala cara  yang berkaitan dengan fungsi dan 
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 
Dimana Kepolisian  Negara Republik Indonesia berkewajiban dan 
berwenang dalam melihat keamanan ketertiban masyarakat, 
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menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat. 
3) Penanggulangan Tindak Pidana  
Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana 
sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang 
paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang 
secara ekstrem meyebutkan sebagai “older philosophy of crime 
control. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan 
pedekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) 
antara  politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat 
keterpaduan (integralitas) anara upaya penanggulangan kejahatan 
dengan “penal” dan “non-penal”.24 
Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, 
kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan 
penegakan hukum (law enforcement policy), khususnya penegakan 
hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha 
perlindungan masyarakat (sosial defence) serta usaha untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat (sosial welfare)8. Dalam hal 
ini Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai 
upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam 
hubungan keseluruhan politik kriminal atau sosial defence 
planning” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.25 
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4) Tindak Pidana  
Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana  
menyatakan Tindak pidana menurut Moeljatno adalah : “Perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 
pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan 
diancam pidana.
26
 Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa 
larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau 
kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan 
kejadian itu)”. 
Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda 
“Strafbaar Feit” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah 
“Delict” atau “Delictum” dalam Bahasa Indonesia digunakan 
istilah Delik. 
5) Perjudian  
Pemerintah secara tegas telah melarang Tindak pidana 
perjudian  yang telah di atur dalam Kitab Undang Undang hukum 
Pidana pasal 303 KUHP 
Dan UU No 11 tahun 2008 pasal 27 UU ITE Yang di maksud 
pemainan judi  adalah Tiap tiap permainan dimana pada 
umumnya kemungkinan untuk mendapat untung  bergantung pada 
kebruntungan belaka juga karna pemainya lebih terlatih atau lebih 
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mahir. Disitu termasuk segala jenis pertaruhan tentang keputusan 
perlombaan atau permainan lain lainnya yang tidak diadakan 
antara mereka yang turut berlomba atau bermaindemikian juga 
segala pertaruhan lainnya. 
Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan 
sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang 
di anggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-
harapan pada peristiwa – peristiwa, permainan, pertandingan, 
perlombaan, dan kejadian – kejadian yang tidak atau belum pasti 
hasilnya. 
27
 
6). Remaja  
Remaja adalah orang yang mulai beranjak dewasa atau proses 
transisi dari anak menuju dewasa.
28
 Sedangkan pengertian remaja 
menurut Zakyah Dradjat adalah “usia transisi, seorang individu 
telah meninggalkan usia kanak – kanak yang lemah dan penuh 
ketergantungan, akan tetapi belum mampu keusia yang lebih kuat 
dan tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun masyarakat. 
Banyaknya masa trsansisi ini tergantunh kepada keadaan dan 
tingkat sosial dimana dia hidup. Semakin maju masyarakat semakin 
panjang usia remaja, karena ia harus mempersiapkan diri dalam 
masyarakat yang banyak syarat dan tuntutannya.
29
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F. Metode Penelitian. 
Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mecari kembali 
sebuah kebenaram, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertayaan 
yang muncul tentang suatu objek penelitian.
30
 Untuk tercapainya tujuan dan 
manfaat penelitian sebagaimana yang telah didtetapkan maka diperlukan 
suatu metode  yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan 
penulisan tersebut dilakukan melalui: 
1. Metode Pendekatan  
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah 
melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan denga 
fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang 
dibahas dalam penelitian. 
31
. 
2. Sifat  Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitia yang bersifat deskriptif yaitu 
penelitian yang menggabarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, 
gejala atau untuk menentkan ada tidaknya hubungan antara suatu 
gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat dengan pendekatan 
subjektif.
32
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya 
kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang 
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dilakukan oleh remaja di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota 
Padang. 
3. Sumber Data  
Sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan 
penelitiannya berupa data primer dan data sekunder, yaitu:
33
 
a. Data Primer  
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber 
pertama atau dari lapangan yang berhubungan degan masalah yang 
penulis bahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara 
terhadap responden, yaitu anggota Kepolisian bagian reserse 
criminal di Polresta Padang yang menangani masalah perjudian 
yang berperan sebagai penyidik untuk mendapatkan keterngan 
langsung mengenai penelitian.  
b. Data Sekunder 
Merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan yang 
mencakup bahan-bahan hukum, adapun bahan-bahan tersebut, 
yaitu: 
1) Bahan hukum primer, yaitu ketentuan yang ada berkaitan 
dengan pokok permaslahan berbentuk undang-undang atau 
perundang-undangan lannya seperti; 
a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 
Tentang Penertiban Perjudian 
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c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1974 Tentang Penertiban Perjudian  
d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 
Tentang Hukum Acara Pidana 
e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 
Tentang penertiban Perjudian  
2) Bahan hukum senkunder yaitu, bahan-bahan yang yang 
memberikan penjelasan atau keterangan keterangan mengenai 
peraturan perundang-undangan, berbentuk buku, literatur, hasil 
penelitian maupun jurnal-jurnal hukum.  
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 
informasi-informasi tentang bahan hukum primer danbahan 
hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum dan juga berupa 
fasilitas internet yang dipergunakan untuk membantu penulis 
dalam meakukan penelitian.
34
 
4. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : 
a. Wawancara 
Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka 
(face to face), ketika seseorang yakni pewawancara 
mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memproleh 
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jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitin 
kepada responden.
35
Wawancara adalah tanya jawab yang 
dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden 
penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan, terlebih 
dahuku daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan 
arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara 
dilakukan.
36
 Wawancara dilakukan terhadap 2 orang penyidik 
di Reksrim Polresta Kota Padang. Untuk mendapatkan bahan 
pada wawancara digunakan metode sampling non random. 
Khususnya purposve sampling dimana penulis menentukan 
sampel secara bebas dari populasi yang memiliki ciri-ciri 
tertentu yang harus masuk didalam sampel yang dipilih. 
Adapun yang diwawancarai antara lain kasat kriminal dan 
dinas pendidikan. 
b. Studi Dokumen (Dilapangan) 
Merupakan langkah awal dari setiap penelitian baik normative 
maupun sosiologis. Studi dokumen bagi penelitian yang terdiri 
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 
hukum tersier. 
37
 
5. Pengolahan dan Analisis Data   
a. Pengolahan Data  
Semua data yang diperoleh  akan diproses secara editing  yaitu 
memeriksa  dan meneliti data yang telah diperoleh agar lebih 
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terstruktur  dan apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan  
sesuai kenyataan. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik 
dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara 
kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna 
mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak 
berbentuk angka. .  
b. Analisis Data  
Data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu 
dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang 
diteliti kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk 
dekstiptif sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan 
pemerintah.  Analisis kualitatif dilakukan dengan memberikan 
penilaian apakah Poltabes Padang telah menjalankan tugas 
dengan baik, serta mengkaji kenyataan yang terjadi di 
masyarakat tentang perjudian di kota Padang, kemudian 
dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta 
penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penyusunan 
skripsi ini 
 
